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1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-
kaidah konservasi dapat menyebabkan terjadinya lahan kritis. Lahan kritis merupakan lahan di

dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan,
menyebabkan kehilangan atau berkurang fungsinya (Departemen Kehutanan,
dikatakan berkurang fungsinya ketika lahan tersebut sudah tidak dapat me
produktivitasnya serta tidak dapat berfungsi sebagai media pengatur tatasai
Kehutanan, 2009). Luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah Ha (Peraturan
Gubernur Jawa Tengah, 2011). Luasnya lahan kritis menjadi kawasan hutan dan

diluar kawasan hutan. Kekritisan lahan tersebut dapat memi inya bencana seperti banjir,

tanah longsor dan kekeringan di Provinsi Jawa Ten cegaban akibat ancaman bahaya perlu
dilakukan dengan upaya mengurangi luasan lahan k Se i upaya penurunan lahan kritis,
pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam doki J tahun 2013-2018 menargetkan bahwa

penurunan lahan kritis sebesar 30% dari la is yang ada di Provinsi Jawa Tengah di
tahun 2018. Penanganan lahan kritis %as pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada
periode 2013-2018 yang dilaks n program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
Program Rehabilitasi Hutan ang kemudian disingkat menjadi RHL merupakan
program pemerintah pr '% kan untuk dapat mengurangi 30% luas lahan kritis dari
total lahan kritis se 634,6 yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018. Jumlah 30%
lahan kritis dari fetal lahan kritis yaitu sebesar 190,380.3 Ha. Berdasarkan hasil evaluasi yang
Q'

‘% ah @ilaksanakan pada lahan seluas 19,813 Ha sedangkan pada tahun 2017, kegiatan

ditargetkan pada lahan seluas 24,766 Ha.
am Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai upaya pengurangan lahan kritis

dilakukan olé ingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan akhir tahun 2016,

rehabilita

re

memiliki kendala, yaitu deforestasi yang terus terjadi dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan
menurunnya luas tutupan lahan. Luas tutupan lahan hutan dari 1,118,000 Ha (2011) menjadi
1,033,800 Ha (2015) (Statistik Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2016). Dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa selama 5 tahun, luas tutupan lahan hutan di Jawa Tengah mengalami
penurunan yaitu sebesar 84,200 Ha atau menurun 2.5% per tahun. Angka tersebut juga dapat

dikatakan tinggi dan tindakan untuk menekan terjadinya deforestasi perlu segera dilakukan.
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Deforestasi yaitu proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya
atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Deforestasi dapat disebabkan oleh
kebakaran hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami, konversi lahan pertanian, illegal
loging dan penebangan kayu sebagai penggunaan kayu bakar. Deforestasi mengancam kehidupan
umat manusia dan spesies mahluk hidup lainnya (Risnandar, 2017). Menurut analisis data spasial
persebaran luasan lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa kabupaten dengan
tingkat kekritisan lahan paling luas yaitu Kabupaten Wonosobo, Temanggung, dan Pati. Dari ketiga
kabupaten tersebut, Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang memiliki luasan lahan kritis

tinggi. Mengingat Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten dengan letak hutan yahg strategis
di Pulau Jawa, terutama bagi Provinsi Jawa Tengah bagian selatan. Kabupaten Wanosobo ‘$gbagai

Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap,

(Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, 2012). Kabupate 0 emiliki luasan lahan

kritis sebesar 328 km’ yang terbagi kedalam kondisi kritis sebesa dan agak kritis sebesar

258 km’ dari total luas wilayah Kabupaten Wonosoboysebe %1 Km®. Sedangkan lahan
hanki

dengan kondisi potensial kritis sebesar 607 km* dan i anidak kritis yaitu sebesar 46 km’.

Besarnya jumlah luasan lahan kritis di Kabupaten Wong@Sobo ‘menyebabkan pentingnya program
Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk menguran lahar kritis yang ada saat ini.
a

Oleh karena itu, perlu adanya pe n wilayah konservasi di luar kawasan hutan
untuk meningkatkan nilai serta gpe manfaatan kawasan hutan demi kesejahteraan
masyarakat. Melalui program R emegintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan yang

sifatnya merehabilitasi hut an yang sudah termasuk kedalam kategori kritis sehingga
dapat meningkatkan ppedukbiyvitasSihutan maupun lahan kembali. Kegiatan RHL ini merupakan
S al'yang dilaksanakan sampai dengan tingkat kabupaten/ kota hal ini

menjadi penting imat tingkat keberhasilan dari kegiatan RHL. Hasil evaluasi program
dilaksanakan pada tahun 2003 atau yang disebut dengan GN-RHL

@L0) merupakan program yang tidak berkelanjutan dan juga hanya brorientasi

pen hingga tidak adanya laporan hasil pemantauan pada suatu keberjalanan program.
Program® hanya berorientasi pada kegiatan yang dikaitkan dengan politik maupun hanya untuk
publikasi semata, sehingga kurang tercapainya tujuan yang sebenarnya pada program RHL.
Pemantauan dan evaluasi merupakan suatu hal yang penting dalam keberlangsungan suatu program
untuk melihat kesesuaiannya dalam mencapai tujuan dan juga sebagai tolak ukur keberhasilan
suatu program.
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Berdasarkan studi terdahulu mengenai evaluasi pada program GN-RHL, diperlukan
pemantauan dan evaluasi pada program RHL agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Pemantauan dan evaluasi sangat penting dilakukan mengingat program RHL telah dilaksanakan
kurang lebih selama empat dekade. Tata kelola pemantauan dan evaluasi program dapat
mendukung ketercapaian pada suatu sistem tata kelola yang baik. Perencanaan, pemantauan dan
evaluasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk memahami sistem yang
berkelanjutan. Perencanaan harus tetap memperhitungkan kemungkinan dampak yang akan
ditimbulkan hingga memiliki hasil yang dapat dijadikan sebagai masukan dalama perencanaan

yang akan datang, sehingga perlu adanya sistem pemantauan dan evaluasi (Anderson, 199§).
Maka, perlu dilakukan analisis tata kelola kepemerintahan untuk meli ingkat

ce JSystem

dan skala kepemerintahan. ASK menganalisis secara kom ulti domain dan multi
level. Multi domain merupakan  program yang mekibatka
menjalankan programnya. Multi level yaitu memili

nasional hingga lokal. Sistem tata kelola kepem emperhatikan lima struktur dan fungsi

yang telah dituliskan dalam literatur ASK. ini hanya menggunakan satu struktur dan
fungsi yaitu pemantauan dan evaluasi_yan
strategi dan implementasi serta dagat j asukan dalam penetapan visi dan analisis yang
dilakukan dalam program. Selain da penerapan struktur dan fungsi didasari oleh adanya

penerapan Kriteria evaluasipya an untuk mengukur komponen struktur dan fungsi agar

dapat digunakan dalagmpertigbarngan analisis. Pemantauan dan evaluasi merupakan sistem yang

dapat mempengaru Ha. Pemantauan dan evaluasi penting dilakukan untuk penanganan
a

an dan keberlanjutan program. Program akan dinilai baik dan

program dal c

berlanjut emantauan dan evaluasinya dapat digunakan sebagai masukan dalam

perengana implementasian program di masa yang akan datang.

1.2. musan Masalah

Studi ini mengacu pada target penurunan lahan kritis yang tertuang dalam dokumen
RPJMD Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 30%. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu
kabupaten dengan luasan lahan kritis yang tinggi, yaitu sebesar 328 km’ yang terbagi kedalam
tingkat kekritisan lahan kritis sebesar 70 km?, agak kritis sebesar 258 km’. Maka dari itu,

Kabupaten Wonosobo memiliki peran bagi Provinsi Jawa Tengah dalam penurunan lahan kritis di
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Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka pencapaian target penurunan lahan kritis tersebut, dapat
dilakukan dengan cara Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), reboisasi dan penghijauan kembali
bagi kawasan hutan maupun kawasan non hutan. Selain itu, dapat juga dilakukan melalui
pendekatan Analisis Sistem Kepemerintahan yang selanjutnya disingkat (ASK) terhadap
pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kabupaten Wonosobo sehingga
dapat mengetahui sistem pemantauan dan evaluasi program RHL dari tahun ke tahun. Tidak
menutup kemungkinan, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten/ kota dalam rangka
penurunan lahan kritis memiliki beberapa kendala dan juga konsekuensi yang harus dihadapi.

Beberapa aspek seperti status kepemilikan lahan dapat menjadi kendala dal&f}i&tan
u

RHL. Status kepemilikan lahan milik swasta/ masyarakat bukan lahan milik negafa j njadi

andLahan

pendekatan secara personal. Selain status kepemilikan lahan, ] juga dapat menjadi
kendala dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RH n program Rehabilitasi
Hutan dan Lahan (RHL) dibutuhkan dana yang tidak s

bagi pemerintah dalam menyelesaikan program c%

menjadi sebuah tantangan
lahan kritis. Tingginya laju
deforestasi yang tidak diimbangi dengan RHL juga dapa
banyak masyarakat yang melakukan praktek 1 ing pada tanaman kayu kehutanan. Perlu

adanya peran serta aktor lain seperti masya kelompok tertentu dalam penanganan lahan
kritis sebagai mitra dari pemerin h&k-llegal loging, pembukaan kawasan hutan yang
na

ditanami tanaman perkebunan at n semusim juga dapat menggangu stabilitas tata air
sehingga dapat menyebab ahan terutama yang terjadi pada Kabupaten Wonosobo,
yaitu penanaman tana &e%.

Terbatasn % teknologi juga dapat menjadi kendala dalam kegiatan RHL.
I

Kurang men as eknologi dan informasi oleh aktor secara individu maupun kelompok
in

dalam i S h dapat menghambat keberlangsungan program RHL yang dapat
men a% ganan yang tidak tepat sasaran pada lahan kritis. Seperti pada halnya
n pemetaan. Misalnya pada peta persebaran lahan kritis yang hanya dikuasai oleh
&in idu saja sehingga kurang maksimal dalam program RHL. Selain itu, lemahnya
sistem pemantauan dan evaluasi RHL yang tidak terpantau dikhawatirkan dapat menjadikan
kegiatan RHL menjadi salah sasaran pada lahan yang seharusnya tidak kritis.
Perlunya pemantauan dan evaluasi program RHL yang dilaksanakan oleh pemerintah

mengingat terdapat beberapa kendala dan masalah. Maka sistem pemantauan dan evaluasi perlu

memiliki tata kelola yang baik dan jelas. Dalam melihat tata kelola pemantauan dan evaluasi dapat
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dilihat melalui Analisis Sistem Kepemerintahan (ASK). Dale dkk memperkenalkan Governance
Systems Analysis (GSA) atau yang kemudian disebut dengan Analisis Sistem Kepemerintahan
(ASK). la mengklaim sebagai kerangka kerja yang mengakar pada landasan teoritis yang lebih kuat
untuk menganalisis sistem kepemerintahan yang rumit dibandingkan dengan kerangka analisis
kelembagaan umum lainnya. Kerangka ini juga dianggap memiliki konsep yang lebih menye luruh
karena dapat diterapkan pada berbagai tema, domain, dan level (Dale, Vella dan Potts, 2013).

Dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan suatu program, biasanya hanya dilihat dari
hasil yang dicapai yang disesuaikan dengan target yang diharapkan oleh aktor/ instansi. Namun
dalam studi ini, peneliti akan melihat dari sistem tata kelola pemantauan dan evawlam

Kepemerintahan (ASK) memiliki lima struktur dan fungsi untuk

dan evaluasi karena dianggap dari hasil pemantauan€o

implementasi yang digunakan. Selain itu, dariNhasil ‘€valuasi dapat menjadi masukan dalam

penetapan visi dan tujuan serta dapat menja sar dalam menganalisis. Pemantauan dan
evaluasi merupakan hal yang saling ber saling mendukung sehingga tidak dapat
dipisahkan satu sama lain. Progr rupakan program pemerintah pusat yang dapat

diturunkan menjadi program pemegitah Rrovinsi dan kabupaten/ kota. Sehingga program RHL

riNskala nasional hingga lokal. Program RHL juga dapat

merupakan program multiple

dikatakan program m 'do& rena dapat melibatkan beberapa stakeholder terkait kehutanan,
lingkungan, pertani Ha nsur masyarakat dalam pengelolaannya. Berdasarkan rumusan
masalah terse ka 1 memiliki pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kondisi sistem tata

kelola pe an‘@¥eluasi pada program RHL di Kabupaten Wonosobo.

1: juan dan Sasaran

Berikut merupakan tujuan dan sasaran dari dilakukannya studi ini sehingga dapat

menghasilkan studi yang bermanfaat dan tepat sasaran.



1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan dari adanya studi ini yaitu untuk mengetahui tata kelola pemantauan dan
evaluasi terhadap program RHL di Kabupaten Wonosobo dengan pendekatan Governance System
Analysis (GSA) atau yang kemudian disebut dengan Analisis Sistem Kepemerintahan (ASK) .

1.3.2. Sasaran

1. Identifikasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Analisis penerapan pengetahuan pemantauan dan evaluasi

2
3. Analisis hubungan/ konektivitas antar aktor maupun sistem dalam pemantauan d
4. Analisis kapasitas pengambilan keputusan yang dimiliki oleh stakeholder an

dan evaluasi kegiatan RHL
5. Memberikan rekomendasi sistem tata kelola pemantauan dan % pemerintah
Kabupaten Wonosobo dalam penanganan program RHL

1.4. Manfaat Penelitian
Dalam setiap penelitian tentunya memiliki t pat diperoleh dari hasil studi.

Manfaat dari studi ini terdiri dari beberapa ma ng ewpagi, meliputi:

1.4.1. Manfaat Praktis
Studi ini dapat berman secay@ langsung bagi tatanan praktis, terutama bagi penentu
h

kebijakan di sektor kehuta Ik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah

Kabupaten Wonosobo apaaspek pada studi ini mungkin dapat dikatakan relevan untuk
a

diterapkan pada wi in yang ada di Indonesia. Mengingat program Rehabilitasi

Hutan dan Lahan“geru

dan kabupate ta. omendasi dari hasil studi ini dapat dijadikan petunjuk praktis dalam

pelak a&% Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Sehingga upaya investasi Rehabilitasi Hutan
d

t diarahkan secara tepat. Dalam waktu jangka panjang, diharapkan program

rogram nasional yang didesain diterapkan menjadi program provinsi

d
Re ita utan dan Lahan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat
berkurangnya lahan kritis dan juga dapat menurunkan risiko terjadinya bencana alam.

1.4.2. Manfaat Teoritik

Keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya terletak pada seberapa

besar investasi yang dikeluarkan untuk program tersebut. Tetapi juga dilihat dari aspek
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kepemerintahan atau tata kelola program. Studi ini merupakan diagnosis untuk mengetahui secara
menyeluruh sistem kepemerintahan sumberdaya alam. Sebagai kerangka ilmiah yang dapat
diujikan secara universal, kerangka ini diuji cobakan pada aspek sumberdaya alam termasuk pada
program rehabilitasi hutan dan lahan dan pada sistem kepemerintahan termasuk di Indonesia. Oleh
karena itu, studi ini memiliki kontribusi dalam memperkaya penerapan kerangka analisis sistem

kepemerintahan (ASK) pada aspek sumberdaya alam.

1.5. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup yang menjadi bahasan penelitian berikut ini terbagi mepg N%aitu

ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Pada ruang lingkup wilayahy,Vaitu tasi
wilayah studi yang menjadi fokus dalam pembahasan. Ruang Lingku Q enjadi
batasan-batasan dalam pembahasan penelitian ini. Q\
1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang Lingkup wilayah dalam penelitian Qi y% bupaten Wonosobo yang
memiliki luas wilayah sebesar 981.41 Km’. Ka M sobo terletak pada koordinat
7° 21'LU
109° 53'BT, memiliki 15 (lima belas) kecama asing-masing memiliki wilayah hutan yang
cukup luas. 15 (lima belas) kecamatan rdiri dari kecamatan Garung, Kalibawang,

Kalikajar, Kaliwajar, Kaliwiro, Kejajar ertek, Leksono, Mojotengah, Sapuran, Selomerto,

Sukoharjo, Wadaslintang, Watum 0SODO.

Gambar 1.1 mesup atas administrarif Kabupaten Wonosobo. Kabupaten

Wonosobo memiliki s WilayaR sebelah utara yaitu Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang,
di sebelah timur b dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang, sebelah
selatan denga pa orejo dan sebelah barat yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten
Banjarne

X ang’Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada studi ini yaitu berawal dari tingkat lahan kritis di Kabupaten
Wonosobo yang cukup besar, yang kemudian harus mendukung target pengurangan lahan kritis
dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 30%. Maka dari itu diperlukan
analisis yang dapat melihat sistem tata kelola sebuah lembaga, dalam hal ini menggunakan
pendekatan Analisis Sistem Kepemerintahan (ASK) yang dapat ditinjau dari visi dan penetapan
tujuan, analisis (sistem penelitian dan kajian), pengembangan strategi, implementasi, serta

pemantauan dan ewvaluasi untuk dapat memberikan hasil rekomendasi ataupun masukan bagi
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regulasi maupun pemerintah pada program yang berkaitan dengan pengurangan lahan kritis. Studi
ini merupakan bagian dari kerjasama penelitian antara dosen dan mahasiswa, mengenai penerapan
Analisis Sistem Kepemerintahan (ASK) di Kabupaten Wonosobo melalui program Rehabilitasi
Hutan dan Lahan (RHL). Ruang lingkup dalam studi ini, mahasiswa hanya melihat salah satu
bagian dari struktur ASK vyaitu mengenai pemantauan dan evaluasi, yang dipandang bahwa
identifikasi aspek pemantauan dan evaluasi dapat menjawab pertanyaan penelitian serta dapat
melihat keberlanjutan program RHL agar sesuai dengan target yang ditetapkan baik di tingkat
nasional/ provinsi maupun kabupaten/ kota.

Gambar 1.2 merupakan diagram kerangka pemikiran yang merupakan bai%&lur

1.6. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) metode pene erugakan cara ilmiah yang dapat
e

digunakan untuk memperoleh data yang bersifat fakta a ngan tujuan agar dapat dengan

mudah dikembangkan ditemukan serta dibukti tode Penelitian merupakan pengetahuan yang
dapat digunakan untuk memahami, memegca n mengantisipasi masalah. Penelitian
a

merupakan langkah sistematis dalam

n masalah. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode de kualitatif merupakan yang lebih bersifat
fenomenologis yang menguta atan yang berusaha memahami, menafsirkan, makna
dari suatu peristiwa int i jtuasi tertentu melalui perspektif peneliti sendiri. Metode

kualitatif juga seri igambarkan®dengan kata-kata dalam mengeksplorasi dan memahami para

partisipan (Cres 2). Metode kualitatif yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan

pendekatan istefh Kepemerintahan (ASK). Peneliti akan meneliti hasil dari Analisis yang
diguna ndeskripsikan dalam bentuk deskripsi sehingga dapat memudahkan dalam
pe tudi ini. Selain itu, tema yang digunakan dalam pendekatan ini juga cenderung
le cOk, jika menggunakan metode kualitatif karena dapat menggali informasi dari stakeholders

terkaitNengenai program RHL. Dapat menjawab pertanyaan penelitian berupa bagaimana sistem
tata kelola pemantauan dan evaluasi program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang ada di Kabupaten
Wonosobo.
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Kabupaten Wonosobo memiliki luas lahan kritis seluas 7000 Ha

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018,
target penurunan lahan kritis sebesar 30% di Provinsi Jawa Tengah

Pengurangan Lahan kritis melalui Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

v
Research Question :
Bagaimana sistem tata kelola pemantauan dan evaluasi dalam program
Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Wonosobo?

Tujuan :

v
Identifikasi penerapan Identifikasi hubungan/
pengetahuan konektivitas

v
Analisis kapasitas

pengambilan keputusan
yang dimiliki stakeholder

Analisis penetapan pengetahuan
monitoring dan evaluasi
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
pada stakeholder

dentifikasi dan fungsi pemantauan dan evaluasi
epemerintahan (ASK) berdasarkan analisis yang ada

elols antauan dan evaluasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
i Kabupaten Wonosobo dalam penurunan lahan kritis

v
pulan dan rekomendasi sistem tata kelola pemantauan dan evaluasi
pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo

asil Analisis Peneliti, 2018

Gambar 1.2
KerangkaPikir
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1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data pada studi ini dilakukan dengan pengumpulan data primer
dan data sekunder. Tujuan dari pengumpulan data ini yaitu untuk mendapatkan data atau informasi
yang faktual dan aktual sesuai dengan kondisi pada wilayah studi.
a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung berdasarkan responden yang
berkaitan dengan penelitian. Tujuan dilakukannya pengumpulan data primer dikarenakan dalam
analisis menggunakan analisis kualitatif dimana dibutuhkan partisipan dalam proses pengerjaan
penelitian. Teknik dalam pengumpulan data primer, berupa wawancara. Menurut B (2007).
Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian Sec tatap

muka dengan informan maupun tidak secara langsung dapat juga dilakukan me
atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dalam meto
pertanyaan yang lebih umum tidak terstruktur dan bersifat terb

memunculkan pandangan dan opini dari partisipan. Biasanya qafti iliki jawaban yang

tidak dapat diarahkan, bersifat umum dan tidak menunjukafRNesi Pada saat pelaksanaan
interview dengan partisipan, peneliti tidak dapat memb&gikan i lebih terhadap partisipan
sehingga jawaban dari penelitian kualitatif akan sec u endalam yang didapatkan dari

partisipan. Wawancara yang digunakan yaituN\semi Sterstruktur, dimana pertanyaan untuk

narasumber bersifat terbuka, namun m oleh tema penelitian. Narasumber pada
penelitian ini yaitu kepala instansi atag, bida

RHL. Tabel 1.1 merupakan data inf@rma

ewakili yang berhubungan dengan program

informan yang diwawancarai.

x TABEL 1.1
U KEPENTINGAN YANG TERLIBAT

Pemangku Kepentingan
- (stakeholders)

Kementrian Lingkungan Hidup | UPT KLHK yaitu BPDAS memiliki tupoksi
dan Kehutanan (KLHK): yaitu sebagai penyusun rencana teknik
BPDAS Serayu Opak Progo rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi
tanah dan air, kemudian sebagai pelaksana
rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran
sungai dan hutan lindung pada SWP DAS
Serayu, opak dan progo. Serta tugas lain
yang berkaitan dengan DAS dan kawasan
Hutan Lindung

Alasan Pemilihan

Level Regional/ | Pemerintah Provinsi Jawa Instansi ini memiliki lingkup kerja pada
Provinsi Tengah : perumusan kebijakan, koordinasi dan
Dinas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan  kebijakan, evaluasi dan

Kehutanan Provinsi Jawa Tengah pelaporan di bidang penataan hutan. Serta
(DLHK) memiliki bidang yang dapat berperan dalam
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Level Pemangku Kepentingan Alasan Pemilihan
(stakeholders)
pembinaan dan pengawasan pengelolaan
kawasan hutan dan rehabilitasi hutan.
Dinas Pertanian dan Perkebunan Instansi ini memiliki lingkup kerja dalam
Provinsi Jawa Tengah penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana
produksi, prasarana, pengolahan lahan, air
dan konservasi.
Level Kota/ Pemerintah Kabupaten Instansi ini memiliki lingkup kerja dalam
Kabupaten Wonosobo: penyiapan perumusan kebijakan teknis,
Balai Pengelolaan Hutan Wilayah | pembinaan dan pelaksanaan di bidang urusan
VI kehutanan. Instansi ini juga merupakan
instansi UPT DLHK Provinsi Ja engah
yang memiliki wilayah kerja ab.
Wonosobo, Temanggung
Purworejo.
Dinas Pertanian dan Perkebunan Instansi ini memilikj
Kabupaten Wonosobo penyiapan perumusa
pembinaan dan p
produksi, pra
Penyuluh Kehutanan fadam\fungsi sebagai penyuluh
ema dan evaluasi terhadap
a level kecamatan. Selain
agai penghubung antara
instansi pemerintahan.
Komunitas Kelompok Tani ini memiliki fungsi menjaga
arian hutan yang ada di sekitar tempat
inggal (desa) mereka agar tidak terdegradasi
juga sebagai aktor dalam pelaksanaan
program yang diberikan oleh instansi di
atasnya.
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2
Penelitian ini ggu tem key person dalam menentukan informan yang akan

dijadikan narasumber @alam Interview. Melalui metode key person maka peneliti dapat menentukan
instansi yang berkaitaw, langsting atau memiliki tanggung jawab dan kewenangan terhadap program

Rehabilitasi Lahan ini. Pelibatan stakeholder meliputi beberapa pemangku kepentingan

yang ad i provinsi maupun kabupaten. Berikut ini akan dijelaskan mengenai stakeholder
yang@kan i, Marasumber/ informan dalam studi ini. Namun daftar narasumber tersebut dapat
Cc ondisional melihat situasi dan kondisi pada saat melakukan survei penelitian.

StakeRplder berikut ini merupakan beberapa instansi pemerintah, swasta maupun sektor masyarakat
yang memiliki peran dalam sumberdaya alam, lingkungan dan khususnya pada sektor kehutanan
dan perkebunan yang menangani lahan kritis baik di Provinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten

Wonosobo.
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b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data awal yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi
yang ada sekarang untuk dijabarkan sebelum dilakukannya analisis. Teknik ini biasanya digunakan
sebagai identifikasi awal dalam memperkuat justifikasi pemilihan lokasi, sebagai basis data dalam
analisis serta dapat digunakan sebagai pendukung gambaran umum dalam analisis program.
Pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen, kebijakan, serta regulasi yang ada pada
instansi pemerintah baik skala nasional maupun skala lokal. Dalam pengumpulan data sekunder,
kemudian dokumen ditelaah dan dirumuskan sebagai dasar yang mendukung kegiatan penelitian
mengenai pemantauan dan evaluasi program RHL. Sementara itu dalam domain mana%AS,

memiliki rencana hirarkis dari level zonasi DAS, provinsi hingga kabupaten yang \inas iag-tasing

memiliki fungsi dan dapat dite laah melalui data sekunder. Q
1.6.2. Data Penelitian Q\
Penelitian ini menggunakan dua jenis teknik pengumpu% ata primer dan data

sekunder. Tentunya dalam penelitian, kebutuhan data sangat untuk menyusun informasi
pendukung dalam menjawab pertanyaan perelitian y, : butuhan data digunakan sebagai

garis besar data yang akan dicari dan data yang dibut sehingga memudahkan peneliti dalam
mencari data dan juga digunakan untuk pene litihgda keSesuaian data dalam studi ini. Tabel 1.2
merupakan tabel kebutuhan data yang diguw

1.6.3. Teknik Analisis D t%
Analisis dalam li tif yaitu megorganisasikan data yang telah diperoleh dan

siap untuk dilakukan cara kualitatif. Pada teknik analisis data kualitatif terdapat tahapan-

enganalisis penelitian.

tahapan yang harus dila oleh para peneliti yaitu (1) Pengumpulan data hasil perolehan dari

lapangan, ( isk nskrip dari rekaman, (3) membaca ulang transkrip agar mudah
dipahamj erial™kKoding, (5) identifikasi konteks dan tema, (6) penyajian data dalam bentuk
baga % dan pembahasan, (7) uji validitas data, (8) penulisan laporan mendeskripsikan

triks,*tabel serta pembahasan. Pada teknik analisis data kualitatif ini peneliti akan

menjabarkan tahapan analisis tersebut (Bungin, 2007; Creswell, 2014)

Teknik analisis yang digunakan vyaitu dari telaah dokumen kemudian dilakukan
komparasi data. Hasil dari interview lapangan dilakukan penyesuaiaan data dan komparasi dengan
melakukan penulisan transkrip dari hasil wawancara. Teknis penulisan transkrip yaitu, peneliti
menuliskan secara rapih dan runtut perolehan data lapangan yang didapatkan melalui teknik

wawancara. Setelah mengelompokkan ke berbagai tema, maka didapatkan data yang dapat
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dijadikan bahan dalam penyajian data. Tema sering disebut juga suatu informasi yang luas yang
terdiri dari beberapa kode yang dikelompokkan untuk membentuk ide umum. Peneliti
menggunakan tiga tema besar yang nantinya akan dipisahkan lagi dengan adanya sub-sub tema
dalam penelitian. Tema yang ditentukan oleh peneliti yaitu penerapan pengetahuan, konektivitas
dan kapasitas partisipan yang dapat dilihat pada Tabel 1.3.

TABEL .2
FORM KATEGORI TEMA j
Tema Sub tema Uraian Hasil Wawancara
Aplikasi/ penerapan Hasil (P1)
Pengetahuan (P) Hasil pemantauan dan evaluasi (P2)
Konektivitas (K) Mekanisme penetapan tujuan (K1)

Mekanisme pemantauan dan
evaluasi (K2)
Pengaruh pemantauan dan evaluasi

(K3)
Kapasitas Partisipan (CP) Kesediaan kapasitas pe auan
(CPY)
Ketersediaan pemanta a
menyeluruh dan t u 2)
Kapasitas eva i (GR3)
Peningkat (CP4)
Sumber : Analisis hasil peneliti, 2018
Tujuan dalam pepu untuk memudahkan peneliti dalam menelaah hasil
wawancara. Selain itu a juga Setelah penulisan transkrip dan setelah data yang

diperoleh dari lap atNdireduksi. Artinya, dapat disederhanakan atau dapat disaring
sehingga dapat memu peneliti. Langkah selanjutnya yaitu proses pengkodean (koding).

Pengkodean

n mengelompokkan teks yang diperoleh dari transkrip menjadi kategori

infor sempit, mencari bukti untuk kode tersebut dan kemudian pemberian label

se
be

deN, Pereliti akan mengurutkan hasil wawancara mulai dari urutan narasumber
stansi yang dijadikan informan. Agar memudahkan dalam pemberian kode, pada
Tabel W merupakan contoh koding yang digunakan oleh peneliti. Pada keterangan sub tema dapat
dilihat huruf yang ada pada keterangan Tabel 1.3. Pada kode informan dapat diisikan berdasarkan
kode dari hasil wawancara yang tertera pada transkrip. Baris, merupakan informasi baris keberapa
pada kata kunci yang akan dijadikan landasan dalam menganalisis.



Identifikasi
Rehabilitasi Hutan
dan Lahan

. Dokumen konvensi

international tentang
konservasi hutan,
lahan, pertanian,
sumberdaya air,
pengurangan risiko
bencana, dan
perubahan iklim.

. Undang-undang

pokok agrarian, UU
Kehutanan, UU
lingkungan hidup,
UU pengelolaan
sumberdayaair, UU
pertanian.

. Rencana Strategis

BPDAS, BKSDA.

. Juklak dan Juknis

Pelaksanaan program
RHL.

. Juknis sistemalih

fungsi kawasan
hutan, Juknis
pengelolaan dan t
hutan.

. RPIJMD Pr

Jawa Teng 3-

Sekunder

TABEL 1.3
TABEL DATAPENELITIAN

Data tertulis

Terbaru dan
yang masih
berlaku

Dinas Pertanian
dan Perkebunan
Provinsi Jawa
Tengah
BAPPEDA Kab.
Wonosobo

Kabupaten
Wonosobo

Dapat mengetahui
pengertian RHL
melalui dokumen-
dokumen yang telah
disepakati.

Dapat melihat target
pencapaian setiap
tahunnya, dapat
melihat arahan
kebijakan bagi
pelaksana program,
sebagai dasar acuan
dalam melakukan
kegiatan pemantauan
dan evaluasi. Serta
pentingnya kegiatan
RHL bagi
keberlanjutan
lingkungan.
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Lingkungan hidup
dan kehutanan jawa
tengah, dinas

pertanian, pariwisata,

perindustrian dan

perdagangan, BPPD.

9. Prosedur perijinan
pembangunan

pemerintah provinsi.

10.Perda RPIMD
Kabupaten
Wonosobo

11. RTRW Kabupaten
Wonosobo

12. Renstra kehutanan,
pertanian, pariwisata,

N

perindustrian dan
perdagangan, BPPD
Kabupaten
Wonosobo
Identifikasi 1. Pengetahuan Primer if Tahun 2018 BPDAS SOP Analisis Untuk melihat hasil
penerapan mengenai (wawan DLHK Jateng Deskriptif dari pemantauan dan
pengetahuan pemantauan program Dinpertan Jateng evaluasi serta
pemantauan dan 2. Keluaranprogram KPH Kedu Utara perencanaan yang
evaluasi pada aktor yang diharapkan DLHK Wonosobo akan datang.
yang terlibat 3. Sistempemantauan Dinpertan
dan evaluasi dala Wonosobo
jangka panjan BPH Wilayah VIII
Penyuluh
Kehutanan
Kelompok Tani
Kec. Kejajar
Analisis hubungan/ Primer Deskriptif Tahun 2018 BPDAS SOP Analisis Untuk mengetahui
konektivitas antar (Wawaancara) DLHK Jateng Deskriptif seberapa besar
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program RHL

Sumber : Hasil Analisis Peneliti,

JENIS BENTUK
NO SASARAN KEBUTUHAN DATA DATA DATA TAHUN SUMBER ANALISIS MANFAAT
aktor maupun sistem dan tujuan Dinpertan Jateng hubungan/
dalam pe mantauan 2. Mekanis me evaluasi KPH Kedu Ut konektivitas antar
dan evaluasi yang dilakukan untuk DLHK Wonosebo stakeholder dalam
peninjauan ke mbali Dinpert program RHL
3. Bentuksistem Wonoso
pemantauan dan BP ila
pelaporan strategis P
dalam RHL
4, Analisis kapasitas 1. Tingkat kapasitas Primer Deskriptif Tahu Analisis Untuk mengetahui
pengambilan pemantauan dan (Wawaancara) Deskriptif seberapabesar upaya
keputusanyang evalluasi inpertan Jateng kabupaten Wonosobo
dimilikioleh 2. Bentuk pemantauan KPH Kedu Utara dalam mendukung
stakeholderdalam dan evaluasi secara DLHK Wonosobo pengurangan lahan
pemantauan dan individu atau ko lektif Dinpertan kritis serta untuk
evaluasi kegiatan 3. Kapasitas evaluasi Wonosobo melihat kapasitas
RHL. dan pelaporan yang BPH W ilayah V111 stakeholderterkait
jelas dalam Penyuluh dalampenanganan
menunjang Kehutanan program RHL di
akuntabilitas program Kelompok Tani Kabupaten Wonosobo
Kec. Kejajar
5. Memberikan 1. Rekomendasibagi Sek riptif Tahun 2018 Hasil analisis Analisis Untuk memberikan
rekomendasisistem keberlan jutan sistem h i matriks hubungan Deskriptif rekomendasi mengenai
tata kelola tata kelola il yang dilakukan sistemtata kelola
pemantauan dan kepemerintahan di ca pada sasaran ke- kepemerintahan yang
evaluasi pada Kabupaten empat ada di Kabupaten
pemerintah Wonosobo Wonosobo mengenai
Kabupaten 2. Upaya ked program RHL
Wonosobo dalam kontribusi
penanganan
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TABEL .4
FORMAT KODING HASIL WAWANCARA

Sub tema / Kode Informan / Baris

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2018

Kemudian langkah selanjutnya yaitu uji validitas data. Uji validitas data dapat dilakukan
dengan berbagai strategi. Beberapa strategi validitas yang dapat digunakan dalam metode kua litatif
diantaranya, triangulasi data, (member checking) informan mengecek seluruh proses analisis data,

Demeriksaan

waktu yang lama dan observasi berulang pada lokasi penelitian, (peer examination
oleh sesame peneliti, pola partisipatoris dan klarifikasi bias peneliti (Creswell, 201 epelitian ini

menggunakan uji validitas berupa triangulasi data. Triangulasi data merupaka

gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengka)Ne ena yang
saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Jr % meliputi dua

hal yang peneliti gunakan, yaitu triangulasi metode dan
merupakan penjelasannya.

ber data, berikut

Triangulasi metode, dengan cara membanding ormagi atau data dengan cara yang
berbeda. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kebe , iti dapat menggunakan metode
penelitian berupa wawancara, observasi dan untukNmendapatkan data maupun kebenaran
sebuah informasi. Selain itu, peneliti melakukan perbedaan metode dengan

menggunakan informan yang berbe nt ngecek kebenaran tersebut. Triangulasi ini

dilakukan ketika data yang di h diragukan kebenaranya. Triangulasi tidak perlu
dilakukan apabila data yan ol jelas atau data tersebut berupa teks maupun naskah
tertulis, sehingga tidak % Ji validitas dengan triangulasi metode.

Triangulasi su data, upakan penggalian kebenaran informasi tertentu melalui sumber
perolehan data. MisalMya, selain wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi
t

terlibat (par emvation), dokumen tertulis, arsip, catatan pribadi maupun foto yang dapat

membegi ndangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti yang dapat melahirkan
ke puh kepastian. Triangulasi sumber data juga memberikan kesempatan untuk
di n al-hal sebagai berikut, (1) penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, (2)

mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, (3) menyediakan tambahan informasi secara sukarela, (4)
memasukkan informan kedalam penelitian, (5) menilai kecukupan menyeluruh data yang
dikumpulkan (Bungin, 2007; Rahardjo, 2010). Konsep validitas dalam penelitian kualitatif
biasanya sudah dipermudah pada saat penelitian berlangsung, secara tidak langsung peneliti sudah
melakukan uji validitas dalam penelitiannya karena validitas ini dapat dilakukan bersamaan dengan

berlangsungnya penelitian.
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1.7. Kerangka Analisis
Pada studi mengenai “Kesiapan pemerintah kabupaten/ kota dalam penurunan lahan
kritis” menggunakan empat analisis yang digunakan dalam penyelesaian studi ini, berikut
merupakan empat analisis yang digunakan,
1) ldentifikasi program rehabilitasi hutan dan lahan
Hal ini dilakukan sebagai pengantar dalam dilakukannya studi ini. Identifikasi ini memiliki
tujuan sebagai kontekstualisasi sistem sehingga perlu diketahui rancangan program RHL dari
skala nasional, hingga implementasinya pada skala regional dan skala lokal. selain itu juga
dapat ditinjau me lalui sub-domain yang terkait melalui program RHL di Kabupa nosobo.
Identifikasi dilakukan melalui teknik analisis review literature, dokumen dan g&rasi
kesesuaian antara dokumen dengan kondisi fakta yang ada di lapangan.
2) ldentifikasi penerapan pengetahuan pemantauan dan evaluasi pada akto an
Ni dari sistem
akukan dalam jangka

panjang hingga saat ini. Selain itu analisis ini juga d n dalam hal menyebar
luaskan informasi di seluruh partisipan dan sistem ingga seluruh aktor dapat

mengetahui perkembangannya serta dapat me tusan sistem. Teknik analisis

dilakukan dengan melihat komparasi hasilwawaneara dengan identifikasi data yang telah
dilakukan sebelumnya.

3) Analisis hubungan/ konektivitas a n sistem dalam pemantauan dan evaluasi

ra
Analisis ini digunakan ntuk meng anya hubungan/ konektivitas antar stakeholder
a

dalam program RHL ya program bersama yang melibatkan stakeholder dari

berbagai kalangan mufai d kepemerintahan, LSM hingga masyarakat yang tinggal

disekitar kawasanfhutangaupun non hutan yang memiliki lahan kritis maupun memiliki

potensi Kritis. % enyelarasan antar skala spasial dan waktu serta terjadinya
ra tata Kelola dengan tema tata kelola, domain dan sub-domain.

4)  Anali

evi latan RHL

sitas pengambilan keputusan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar upaya

s pengambilan keputusan yang dimiliki oleh stakeholder dalam pemantauan

upaten Wonosobo dalam mendukung pengurangan lahan kritis serta untuk melihat
kapasitas aktor terkait dalam penanganan program RHL di Kabupaten Wonosobo. Analisis
kapasitas ini dapat digunakan untuk melihat sistem tata kelola kepemerintahan yang ada di
Kabupaten Wonosobo dilihat dari kapasitas dalam penyusunan visi dan tujuan program hingga
hasil dari pemantauan dan evaluasi. Serta untuk mengetahui dukungan teknis, ketrampilan dan
dukungan  keuangan untuk Kketerlibatan semua aktor dalam sebuah  sistem.
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5) Memberikan rekomendasi bagi sistem tata kelola pemantauan dan evaluasi pada program RHL

di Kabupaten Wonosobo

Skema keluaran dari masing-masing analisis yang sudah dilakukan berupa matriks hubungan
struktur dan fungsi dari pemantauan dan evaluasi. Matriks tersebut dilakukan untuk

memberikan rekomendasi dari hasil penilaian tata kelola sistem kepemerintahan terhadap
program RHL di Kabupaten Wonosobo. Matriks tersebut dapat diolah dan dideskripsikan

sesuai dengan kondisi yang terjadi pada sistem tata kelola evaluasi dan pemantauan program
RHL kemudian dapat dijadikan rekomendasi pada sistem. Dapat dilihat pada gambar, kerangka

analisis pada Gambar 1.3.

Input Proses

Telaah dokumen terkait

. .
Identifikasi program RHL —— program RHL

stualisasi sistem,
Bfrancangan program RHL
i skala nasional, hingga
implementasinya pada skala
regional dan skala lokal

Penerapan pengetahuan
Penerapan pengetahuan/
informasi monitoring dan
evaluasi pada aktor yang terlibat

Konektivitas
- Adanya hubungan/ konektivitas

Matriks hubungan antara struktur dan
fungsi dari ASK

antar aktor yang terlibat

- Adanya penyelarasan tata ke
- terjadi penyelarasan dom#}
dan sub domain

l

Analisis tata kelola
pemantauan dan evaluasi
program RHL

Kapasitas partisi

analisis kualitatif
deskriptif

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2018

Gambar 1.3
Kerangka Analisis

Y

struktur merupakan pemantauan dan evaluasi

sedangkan fungsi merupakan hasil dari
analisis penerapan pengetahuan,

konektivitas, dan kapasitas partisipan

A\

Hasil dari matriks tersebut didapatkan
rekomendasi dari hasil penilaian tata kelola
sistem kepemerintahan terhadap program
RHL di Kabupaten Wonosobo
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1.8. SistematikaPenulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat
penelitian, serta ruang lingkup yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi
pada studi ini. Serta kerangka analisis dan medote penelitian yang akan digunakan pada penelitian
ini dan kerangka analisis yang digunakan sebagai acuan dalam proses analisis.

BAB Il Kajian Pustaka

Pada bab kajian pustaka membahas mengenai beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai dasar

dalam penentuan landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Bab ini berisi “mengenai
pengertian deforestasi, konservasi hutan, sistem kelembagaan, Analisis Sistem Kape n

sistem pemantauan dan evaluasi, serta sintesa literatur yang dapat dijadikan sg
pemilihan indikator tata kelola pemantauan dan evaluasi program RHL di
BAB Il Gambaran Umum Wilayah

Menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah studi yang a

bagai lokasi studi,

nasional, provinsi dan

Berisi mengenai analisis yang dapat dijasikan sebagai pokgk bahasan dari dilakukannya penelitian

ini serta dapat menjawab sasaran dari adan

BAB V Penutup
Berisi mengenai kesimpulan dan re iengenai hasil dari penelitian ini. Kesimpulan berisi
mengenai ringkasan hasi pegelitia endasi yang diberikan berupa rekomendasi untuk



